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PERATURAN  MENTERI  KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

     NOMOR P.33/Menhut-II/2013 
TENTANG 

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI  KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor P.55/MENHUT-II/2007 telah ditetapkan 
pengaturan Jadwal Retensi Arsip Keuangan 
Departemen Kehutanan; 

b. bahwa berdasarkan  pasal 12 ayat (2) Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2011 
tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian 
Kehutanan, pengaturan Jadwal Retensi Arsip 
Kementerian Kehutanan diatur dengan Peraturan 
Menteri Kehutanan tersendiri, sehingga Peraturan 
Menteri Kehutanan sebagaimana huruf a perlu 
disempurnakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan 
Kementerian Kehutanan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik  Indonesia  Nomor  3888) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  
Nomor  4843); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  
Nomor  4846); 

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang  
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran 
Negara Republik  Indonesia  Nomor  5071); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang  Kearsipan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53); 

9. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 143); 

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 
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11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P 
Tahun 2011; 

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara; 

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang 
Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup 
Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor P. 33/Menhut-II/2012(Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779); 

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-
II/2011 tentang Pedoman Tata Kearsipan 
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 383); 

16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
Nomor 07 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip 
Keuangan; 

MEMUTUSKAN   : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI  KEHUTANAN  TENTANG 
JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN  KEMENTERIAN  
KEHUTANAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal   1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Arsip Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut arsip adalah 

rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media 
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
yang dibuat dan diterima oleh Kementerian Kehutanan dalam 
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
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